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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang, pemerintah wajib mendorong peran serta 

masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang 

kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf j 

dan huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dampak 

perubahan iklim; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a, 

sampai dengan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, peran serta masyarakat dilakukan untuk 
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meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan 

kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, 

menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan 

masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap 

segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan 

sosial, dan mengembangkan dan menjaga budaya dan 

kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi 

lingkungan hidup; 

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

Nomor 19 Tahun 2012 telah ditetapkan Program 

Kampung Iklim;   

e. bahwa penguatan komitmen internasional untuk 

mengendalikan laju peningkatan suhu bumi dibawah 2 

(dua) derajat celcius perlu ditindaklanjuti dengan gerakan 

nasional pengendalian perubahan iklim; 

f. bahwa untuk mengendalikan dampak perubahan iklim 

dikembangkan program yang mendorong peningkatan 

kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di 

tingkat lokal; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Program Kampung Iklim; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888), sebagaimana  telah  diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik  Indonesi a Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 
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2. Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5305); 

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 

Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah 

Kaca; 

7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

Nasional; 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 
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10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 

2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1068); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Ligkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.60/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Peran 

Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1889); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Kampung Iklim yang selanjutnya disebut 

ProKlim adalah program berlingkup nasional yang 

dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan 

masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk 

melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap 

dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas 

rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap 

upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah 

dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di 

tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.  
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2. Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah 

administratif paling rendah setingkat rukun warga atau 

dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, 

atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan 

upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara 

berkesinambungan. 

3. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan 

diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk 

keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga 

potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, 

peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat 

dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat 

perubahan iklim dapat diatasi. 

4. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi 

gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan 

dampak perubahan iklim 

5. Sistem Registri Nasional Perubahan Iklim adalah sistem 

pencatatan data dan penyediaan informasi pengendalian 

perubahan iklim di Indonesia.   

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

7. Pemerintah Pusat adalah seluruh kementerian dan /atau 

lembaga di tingkat nasional yang dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi 

dan mitigasi perubahan iklim.  

8. Pemerintah Daerah adalah seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi 

perubahan iklim.  

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

bertanggung jawab di bidang pengendalian perubahan 

iklim. 
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